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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAL-

NOMOR : 2112/26.¢/01/DPM-PTSP/IX/2019
TENTANG ——
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH -
"UPTD SMP NEGRI 35 SINJAJ" 080
KELURAHAN BONGKI, KECAMATAN SINJAI UTARA
KABUPATEN SINJAI

KEFALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI,

Menimbang

Mengingat

a8

10.

bahwa dalam rangka memberikan kepaslian hukum demi kelancaran dan tertibnya
pelaksanaan  pembelajaran  perlu  dilerbitkan  lzin Operasional  Pendinan  dan
Fenyelenggaraan Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

bahwa berdasarkan Peraluran Bupali Sinjai Nomor 3 Tahun 2019 lentang Nomor
Urut/Nomenklatur Tingkat Satvan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, maka Satuan
gmjl:'iikan SMP Negeri 4 Sinjai Utara berubah Nomenkiatur menjadi UPTD SMP NEGRI 35
bahwa Kepulusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjal Nomor : 420,3/04,944/DPPOR
tentang Izin Operasional Pendirian Sekolah SMP Negeri 4 Sinjai Utara Kabupaten Sinjai
tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraluran perundang-undangan sehingaa
perlu diganti;

bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud huruf 3, dan huruf b, dipandang
perlu ditelapkan dengan Kepulusan Kepals Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Salu Pintu Kabupalen Sinjai tentana |zin Operasional Pendirian Sekalah “UPTD
SMP NEGRI 35 SINJAI", Bongki, Kecamatan Sinjai Utara;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tenlang Pembentukan Daersh Tingkat Il di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Namar 1822);

Undang-Undang Nomar 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

‘Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tenlang Kalerbukaan Infarmasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4B486);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negam Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembeniukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahzn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana lelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Namor 9 Tahun 2015 tenlang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Mamar 24
Tahun 2014 tenlang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Namor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemernintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesla Nomor 5601),

Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perfindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomar S606);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 fentang Perubahan Atlas Peraluran
Pemerintah Nemar 17 Tahun 2010 lenlang pengelelaan dan Penyelenggaraan PendldiXan
(Lembaran Negara Republlik: Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republlk Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Namor
25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2D12 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5357);
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